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Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6187). 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
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Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6396). 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398). 

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409). 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6547). 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801). 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842). 

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863). 

 

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6987). 

 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat 

Pleno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178). 
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Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324). 

 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281). 

 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang 

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1566). 

 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073). 

 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292). 

 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 844). 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, 

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225). 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

973). 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan 

Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon 

Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 85). 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759). 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574). 
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

548). 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan 

dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013). 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 60). 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan 

Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon 

Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 101). 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 1034). 

 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan 

Kembali Putusan Praperadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 596). 

 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 452). 

 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak 

Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 453). 

 

Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan 

Korupsi. 

 

Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tentang 

Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan 

Penilikan Harta Benda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 40). 

 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang 

Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 
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2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 

2025-2029. 

 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 

tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. 

 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1043 Tahun 2024 tentang Tingkat 

Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Hari Pemungutan 

Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 

2024. 

 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian 

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 

(Empat) Lingkungan Peradilan. 

 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan 

Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. 

 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 

tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 

 

C. Putusan Pengadilan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 perihal Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, 2 Desember 

2008. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 perihal judicial 

review Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 18 Februari 2009. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal judicial review 

Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan 

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden, 23 Januari 2014. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal judicial review 

Pasal 1 angka 2, angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a, dan 

Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, 28 April 2015. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 perihal judicial review 

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
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Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 22 September 2015. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIV/2016 perihal judicial review 

Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 10 Juli 2017. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal judicial review 

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 25 Januari 2017. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XV/2017 perihal judicial review 

Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana, 10 Oktober 2017. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 perihal judicial review 

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 

245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 perihal judicial review 

Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 16 April 2019. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVII/2019 perihal judicial review 

Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 488, Pasal 502, Pasal 

516, Pasal 521, dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum, 28 November 2019. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVII/2019 perihal judicial review 

Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum, 26 Februari 2020. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 perihal judicial review 

Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang, serta Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota menjadi Undang-Undang, 26 Februari 2020. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019 perihal judicial review 

Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 4 Mei 

2021. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021 perihal judicial review 

Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum, 24 November 2021. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 perihal judicial review 

Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang, 29 September 2022. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 perihal judicial review 

Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 

ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c, huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 15 

Juni 2023. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024 perihal judicial review 

Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum, 16 Oktober 2024. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXII/2024 perihal judicial 

review Pasal 482 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, 16 Oktober 2024. 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 perihal judicial 

review Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 3 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, 26 Juni 2025. 

 

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 198/Pid.Sus-

TPK/2018/PN.Sby perihal kasus atas nama terdakwa Arief Hermanto, 

Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, dan Suparno Hadiwibowo, 4 

April 2019; 

Rekonstruksi Pengaturan Pembelian Suara (Vote Buying) dari TIndak Pidana Pemilihan Umum
menjadi
Tindak Pidana Korupsi
GAZA CARUMNA ISKADRENDA, Marcus Priyo Gunarto ; Supriyadi
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



338 

 

 

 

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 81/PID.SUS-

TPK/2019/PN.JKT.PST. perihal kasus atas nama terdakwa Bowo Sidik 

Pangarso, 4 Desember 2019. 
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